
INKLUSI DALAM 

PENANGGULANGAN BENCANA
#Semua Terlibat Semua Selamat



Bahasan

❑Praktik Inkusi dalam
Penanggulangan
Bencana

❑ Inklusi dan Kebijakan
PRB di Indonesia 



Dasar Pemikiran

“BENCANA ADALAH URUSAN 

BERSAMA”

“PARADIGMA PENGURANGAN 

RISIKO BENCANA MELALUI 

MANAJEMEN RISIKO”

“KEMUDAHAN AKSES OLEH SEMUA 

MERUPAKAN MODAL/KAPASITAS 
UNTUK KETANGGUHAN” 



Pertanyaan Kunci Inklusi
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Apakah setiap orang mendapatkan

akses informasi komonukasi Risiko

Bencana yang inklusif?

Apakah tersedia media Komunikasi

Informasi dan Edukasi (KIE) yang inkluisif

(aksesibel dan mudah dipraktikan dalam

upaya penyelamatan)?

Apakah tersedia mekanisme umpan balik

dan pelaporan kesejangan informasi dan 

layanan publik yang inkluisf? Apakah setiap orang mendapatkan akses

dan terhubung dalam layanan skema

pelindungan sosial (sesuai kebutuhan)?

Apakah setiap orang mendapat akses

untuk terlibat dalam penanggulangan

bencana yang inklusif? 

Apakah semua orang memiliki 

kesempatan yang sama untuk 

menjadi Tangguh?



Praktik Inklusi dalam Penanggulangan Bencana



Praktik Inklusi dalam Penanggulangan Bencana

Bagaimana

Menerapkan

Mandat Inklusi

dalam

Penyelenggaraan

Penangulangan

Bencana



Pendataan dan Pemetaan Terpilah



Aksesibilitas Fisik



Aksesibilitas Non-Fisik

Pelatihan bahasa isyarat
bagi masyarakat dan para 
pelaku penanggulangan
bencana

Pelatihan bagi masyarakat
adat yang mudah dipahami
dan dipraktikan

Pelatihan bagi masyarakat
adat yang mudah dipahami
dan dipraktikan

Penyediaan layanan dan 
media KIE yang aksesibel dan 
mudah dipahami oleh semua
pihak masyarakat



Bekerjasama dengan Organisasi

Penyadang Disabilitas (OPDis). 

Guna mempermudah koordinasi

dengan OPDis BPBD/Instansi

Pemerintah lainnya dapat

membentuk Unit Layanan Disabilitas

Partisipasi Bermakna & Kemitraan yang Inklusif dan Berkualitas

Ubah cara berpikir kita dari kelompok rentan

jadi kelompok yang memiliki potensi kapasitas

atau berkontribusi aktif. Libatkan disabilitas

dalam setiap tahapan PRB/PB 

(perencanaan/sebelum bencana, tanggap

darurat, serta pasca bencana). Berikan

kesempatan pada disabilitas untuk

berpendapat dan berperan aktif



Peningkatan Kapasitas & Menjadi Fasilitator (Aktor Kunci)  

Penyampaian kebutuhan
dan kemudahan akses bagi
disabilitas dalam
peningkatan kapasitas PB 

Perwakilan disabilitas
(hambatan mendengar) 
berbagi praktik baik dalam
penyelenggaraan PB inklusif

Disabilitas menjadi
fasilitator dalam
penyampaikan KIE tentang
PB Inklusi kepada
masyarakat

Disabilitas menjadi aktor
penggerak dan pendorong
ketangguhan inklusi dalam
PB



Pelindungan Melalui Advokasi Kebijakan dan Regulasi
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UU No. 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana

UU No.19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi

UN Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities/UNCRPD Perka BNPB No. 1 Tahun 2012

tentang Pedoman Umum

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang

Pengarusutamaan Gender di Bidang PB

Perka BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang

Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi

Penyandang Disabilitas dalam PB

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas

PP No.42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas

terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan 

Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang

Disabilitas

Inklusi dan Kebijakan PRB 

PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, 

Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas



Terimakasi
h

@asb_idn 

ASB Indonesia and 

the Philippines

www.asbindonesia.org

www.asb.de


